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. Rapat Kerja

: Terbuka

. Selasa, 30 Juni 2020

: Pukul 10.30 WIB s.d Selesai

: Ruang Rapat Komisi Il DPR RI (KK IlI)

Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta

. 1. Pendapat akhir mini Fraksi sebagai sikap akhir

terhadap Rancangan Undang-undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang;

2. Pendapat akhir  Pemerintah  pada  akhir
Pembicaraan Tk.1,

3. Pengambilan Keputusan Tk. I.

: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi I

DPR RI

* Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi Il DPR RI
. A. 18 (delapan belas) Anggota Komisi Il DPR Rl

Secara fisik dan 19 (sembilan belas) Anggota
Komisi Il DPR RI secara virtual dari 49 (empat
puluh sembilan) Anggota Komisi Il DPR R
Menteri Dalam Negeri Rl

C. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

@



PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat
Kerja Komisi Il DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Rl dan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl, dengan agenda Pendapat akhir mini
Fraksi sebagai sikap akhir terhadap Rancangan Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang,
Pendapat akhir Pemerintah pada akhir Pembicaraan Tk.I, dan
Pengambilan Keputusan Tk. |, hari Selasa, 30 Juni 2020, dibuka pukul
10.55 WIB oleh Ketua Komisi [1 DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung,
dan dinyatakan terbka untuk umum.

. POKOK - POKOK PEMBAHASAN

Membicarakan pendapat akhir mini Fraksi sebagai sikap akhir terhadap
Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang, Pendapat akhir Pemerintah pada akhir
Pembicaraan Tk.I, dan Pengambilan Keputusan Tk.I.

KESIMPULAN

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi Il DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri
RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl, sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyetujui Rancangan
Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Menjadi Undang-Undang.

2. Fraksi Partai Golongan Karya menyetujui Rancangan Undang-Undang
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang-Undang.



. Fraksi Partai Gerindra menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang.

. Fraksi Partai Nasdem menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomar 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang.

. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui Rancangan Undang-
Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Menjadi Undang-Undang.

. Fraksi Partai Demokrat menyefujui Rancangan Undang-Undang
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang-Undang.

. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-
Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Menjadi Undang-Undang.

. Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui Rancangan Undang-Undang
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang-Undang.



9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui Rancangan
Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang.

10. Komisi I DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.40 WIB.
Jakarta, 30 Juni 2020
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